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BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

DISPENSASI PENDAFTARAN PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA (WNI)

Menimbang

Mengingat

DI KABUPATEN PEMALANG
BUPATI PEMALANG,

bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang — Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang dimaksud dengan
pindah ialah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu
lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan
untuk waktu kurang dari 1 (satu) tahun ;

bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 22
Agustus 2007 nomor 471.1/1954/SJ perihal Dispensasi Pendaftaran
Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI), maka dipandang perlu
memberikan dispensasi dalam pelayanan pendaftaran penduduk Warga
Negara Indonesia (WNI) ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan
huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dispensasi
Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) di Kabupaten
Pemalang.

Undang — Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
— Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

Undang — Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok — pokok
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) ;

Undang — Undang Nomor 39 Tahun 1990 tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;

Undang — Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3474) ;

Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
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Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4634) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4674) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai
Berlakunya Undang — Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang — Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3050) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan
Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran
Penduduk Kepada Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3742) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4736) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1966 tentang Bukti
Kewarganegaraan Republik Indonesia ;

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan
Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil ;

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil di Daerah ;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.HL.03.01
Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk untuk Memperoleh
Kewarganegaraan Republik Indonesia ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Pemalang
(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 11) ;
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Menetapkan

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 8) ;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang
(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12);

22. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 59 Tahun 2008 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ( Berita
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 59 ) ;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG DISPENSASI PENDAFTARAN PENDUDUK
WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) DI KABUPATEN PEMALANG

Memberikan dispensasi pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia (WNI)
yang telah bertempat tinggal selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih
sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Pasal 1

Kependudukan yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 2006.

Dispensasi pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) sebagaimana

Pasal 2

dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada :

a.

Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah bertempat tinggal
selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih sebelum berlakunya Undang
- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tetapi
memiliki identitas KK dan KTP dengan alamat daerah kabupaten / kota lain

dan tidak membawa / memiliki surat keterangan pindah ;

Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertempat tinggal secara
turun temurun tanpa memiliki dokumen kependudukan sebelum berlakunya
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan ;

Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki dokumen KK dan
KTP lebih dari 1 (satu) karena memiliki istri dan/atau tempat tinggal lebih dari

1 (satu) ;

Warga Negara Indonesia (WNI) yang pernah menetap lebih dari 1 (satu)
tahun di luar negeri termasuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI), sebelum
berlakunya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan dan telah kembali ke Indonesia untuk menetap tetapi belum

melapor.
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Pasal 3

Dispensasi pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan prosedur dan persyaratan sebagai
berikut :

a.

Penduduk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Pemalang melalui Desa / Kelurahan dengan membawa

persyaratan :

1) Surat Pernyataan dibubuhi meterai Rp. 6000,- yang isinya menyatakan
bahwa yang bersangkutan ingin menetap di Kabupaten Pemalang ;

2) Menunjukkan KK dan KTP daerah Kabupaten / Kota domisili asal serta
menyerahkan fotocopynya.

Penerbitan KK dan perubahan KTP dilakukan sesuai dengan Peraturan

Daeran Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 59 Tahun 2008

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan  Administrasi

Kependudukan ;

Setelah diterbitkan KK dan KTP dengan alamat baru, Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang mencabut KTP daerah

Kabupaten / Kota asal serta memberitahukan hal tersebut kepada Instansi

Pelaksana di daerah Kabupaten / Kota domisili asal ;

Instansi Pelaksana di daerah Kabupaten / Kota domisili asal sebagaimana

dimaksud huruf ¢, menerbitkan KK baru bagi anggota keluarga yang tidak

pindah serta mencabut KK lama ;

Contoh Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf 1),

sebagaimana tercantum pada Lampiran | Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dispensasi pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dengan prosedur dan persyaratan sebagai
berikut :

a.

Penduduk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pemalang melalui Desa / Kelurahan untuk mendapatkan Surat
Keterangan Domisili dengan membawa persyaratan :

1) Surat Pernyataan dibubuhi meterai Rp. 6000,- dari yang bersangkutan
yang diketahui dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi dari tokoh
masyarakat ;

2) Surat Pengantar dari RT / RW.

Kepala Desa / Lurah membuat Surat Keterangan Domisili ;

Surat Keterangan Domisili tersebut digunakan sebagai dasar untuk

memproses penerbitan NIK, KK dan KTP sesuai dengan Peraturan Daerah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 59 Tahun 2008 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2008

tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;
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d. Contoh Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1 dan
Surat Keterangan Domisili sebagaimana dimaksud dalam huruf b,
sebagaimana tercantum pada Lampiran Il dan Il Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dispensasi pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf ¢ dengan prosedur dan persyaratan sebagai
berikut :

a. Penduduk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pemalang melalui Desa / Kelurahan dengan membawa
persyaratan :

1) Surat Pernyataan dibubuhi meterai Rp. 6000,- yang isinya menyatakan
bahwa yang bersangkutan mempunyai dokumen KK dan KTP serta
tempat tinggal lebih dari 1 (satu), tetapi memilih untuk menetap di
Kabupaten Pemalang ;

2) Menunjukkan semua KK dan KTP yang dimiliki serta menyerahkan
fotocopynya.

b. Berdasarkan Surat Pernyataan tersebut, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang mencabut KTP dari daerah atau
Kabupaten / Kota lain serta memberitahukan kepada Instansi Pelaksana
yang menerbitkan KTP tersebut ;

c. Instansi Pelaksana yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud
huruf b, menerbitkan KK baru bagi anggota keluarga yang masih ingin
menetap di daerah tersebut dan penduduk hanya memegang KTP di tempat
domisili yang dipilih ;

d. Contoh Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1),
sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dispensasi pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dengan prosedur sebagai berikut :

a. Penduduk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pemalang dengan membawa persyaratan sesuai ketentuan yang
berlaku ;

b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
memproses penerbitan NIK, KK dan KTP baru serta mencabut KTP lama.

Pasal 7

Pemberlakuan dispensasi pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia (WNI)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berlaku 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya
Peraturan Bupati ini.
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Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 9 Januari 2009

BUPATI PEMALANG,

Cap. ttd

H. M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 9 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap. ttd

SUMADI SUGONDO
BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2009 NOMOR 6
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LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 6 TAHUN 2009
TANGGAL: 9 Januari 2009

Contoh Surat Pernyataan :
Penduduk WNI yang bertempat tinggal disuatu daera selama G bin berturut-turut  atau lebih, sebelum

terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tetapi memiliki KK dan KTP dengan alamat daerah
kabupaten/kota lain dan tidak membawa Surat Keterangan Pindah.

-~ SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama pambuat PEFNYAARN . iismissimsiiiiieissssmemsmmnss sesmmessssstoress terstesmerssmeesses s stssees
2. Tempat /tanggal lahir o s S P S A A BSOS
3. lIdentitas yang dimiliki e s T SRS S———
Nomor KK :
(L LT T T T I T T T I T
Nomor KTP/Nopen )
LT T T T T T TT T ITIT]
Alamat e e e e e e s ea e St e e v e e en e n s e e e snnns
B ey RW .............. Kelurahan/Desa ,..umiamesmmmniin
Kecamatan ............cccccevvvnnn.n, Kab/Kota ..........cooovveeviiiiie,
PTOVIIVEL toiritsststissisinan o onmensmns s sssmmmsas comsisnie s saome Sessrim e
4. Nama Kepala Keluarga B T
5. Daftar Kepala Keluarga dan / atau Anggota Keluarga
NO. NAMA TEMPAT/TGL LAHIR NOMOR KTP/INOPEN SHDK
| | [ ] [ 1]
)L [
Menvatakan ingin berdomisili/lbertempat tinggal di alamat :
............................................................................................................ RT wonsinsn RWE v
Kelurahan/DESa: cii.viciiiriismmsnnnssmeeessessesssesen s KBOAMEATAN o 555 e e mmeesscomsssses s sanns

Kabupaten/Kota ............cooooeeeieeeiioee L ProvinNsl i ceennssrensesnnesssssossssns

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk diqunakan sebagai
dasar proses penerbitan NIK, KK dan KTP,
' ..200

Yang membuat pernyataan,
Catatan :
1. Diisi dengan huruf balok

Materai
Rp. 6.000,-
2. Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) :

Kepala Keluarga na Suami Istri u Anak E[Z_l Menanltu Cucu
Orang Tua nn Mertua Famili lain E[Z‘ Pembantu ED Lainnva

BUPATI PEMALANG,

Cap. ttd

H. M. MACHROES
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LAMPIRAN Il : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 6 TAHUN 2009
TANGGAL: 9 Januari 2009
SURAT PERNYATAAN
Yiang bertandatangan di bawah ini :
1. Nama pembuat pernyataan N
2. Tempat /tanggal lahir e e R A S A T TR
3. ldentitas yang dimiliki L
Nomor KK :
HEENEEEEEEEEEEEE
Nomor KTP/Nopen : i T
LI TP T T TT]
Alamat T i e A S e R S e R S S R
RT ........ 37V S— Kelurahan/Desa . wamamammrss s
Kecamatan ... KabiKola covmamansnsasssey
[ o g L OO
4. Nama Kepala Keluarga Feavesmenrsiesas S S S A S ST R A VS
§. Daftar Kepala Keluarga dar / atau Anggota Keluarga
NO. NAMA TEMPAT/TGL LAHIR NOMOR KTP/NOPEN SHDK
- l i i )
[ | i
[ ]
[ ]
L K L -
Menyatakan ingin berdomisili/bertempat tinggal di alamat :
............................................................................................................ RT .cceoceo.. RW L
Kelurahan/Desa ............ccoeeivviiiiiiiiiiiiiiiiieeeaien, RestmatEl) wummnnnssmmmsn s
Kabupaten/IKota! o wnsnnsimisme i Provinsi

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai
dasar proses penerbitan NIK, KK dan KTP.

..................................... 200
Mengetahui : Yang membuat pernyataan,
Saksi | Saksi |l
Mate rai
Rp. 6.000,-
(e, ) Crimsmpaees e ) e R T s el i s eepsscaraipeg )
Catatan :

1. Diisi dengan huruf balok
2. Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) :

1 , :
EE] Kepala Keluarga Suami Istri Anak Menantu Cucu
Orang Tua Mertua Famili lain Pembantu ELT_] Lainnya

BUPATI PEMALANG,
Cap. ttd

H. M. MACHROES
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LAMPIRAN Il : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 6 TAHUN 2009
TANGGAL: 9 Januari 2009

(Kop Surat Pemaerintah Dacrah Yang Borsangkulan)
g y

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa :

. 1. Nama Kepala Keluarga < N S SO <30 - RO
2. Tempat / tanggal lahir e B e ot T A e s s e s T o
3. Alamat S | [ [PEREEm—————— VR S e e T MO samsrram

BT s RW ......... Kel/lDesa .........ccvvviviinnnn.
Kecamataith. ..o vaiaaa s KabALoli - o esinsnmiisiaei
P OIS s s s R A e R

4. Jumlah Anggota Keluarga 0 A i 3 A 1 S AL e 1 e S B S A

5. Daftar Anggota Keluarga )

NO. ) NAMA TLMPATITGL LATIIR SHDK

II. 1. Nama Kepala Keluarga B s SRt S A RS TS K A B S A A
2. Tempat / tanggal lahir S T T R e R s S A AT E A A S B m s A S S
3. Alamat <M | | o P U R UL L

RT .......... RW ......... RellDesa s ssamm e
Kecamatan.................. Kab/Kota..........oocoviiiiinnn.
Provittshii s i e me ey s s s s
4. Jumlah Anggota Keluarga R R S I R R e s s e
5. Daftar Anggota Keluarga
NO. NAMA TEMPAT/TGL LAHIR SHDK

1. dst

Demikian Surat Keterangan Domisili ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan
sebagai dasar proses penerbitan NIK, KK dan KTP.

Mengetahui :
Camat Kepala Desa/lLurah

Catatan :
1. Diisi dengan huruf balck;
2. Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) :

7T ] e [T ] suam o [ o] ]
Kepala Keluarga u Suami 3 Istri N Anak ° Menantu nn Cucu
Orang Tua nn Mertua EE' Famili lain Dﬂ Pembanlu m Lainnya

BUPATI PEMALANG,
Cap. ttd

H. M. MACHROES
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Yang bertandatangan di bawah ini :

LAMPIRAN IV :

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 6 TAHUN 2009
TANGGAL: 9 Januari 2008

. SURAT PERNYATAAN

1. Nama pembuat pernyataan

2. Tempat / tanggal lahir

10

..........................................................................................

..........................................................................................

3. Memiliki dokumen sebagai berikut :

NO. DOKUMEN NOMOR KK/NQPEN ALAMAT
(KK-KTP)
1. | KK
i KTP
2. | KK
KTP
[3. dst

Berdasarkan hal tersebut, untuk tertib Administras

dengan alamat :

" | R A—————————— e T — L e LR RT e, W i
Kelurahan/Desa .................cccooooevivcoiiiii Kecamatan ..o
Kabupaten/Kota ..............cccooioeivooooooo Provingi -« ..covveevvmssesscisssessenssssinivnssns

Demikian Surat Pernyataan ini saya bu
dasar proses penerbitan NIK, KK dan KTP.

Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp. 6.000,-

BUPATI PEMALANG,

Cap. ttd

H. M. MACHROES

i Kependudukan saya memilih domisili

at dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai



